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BAB IV 

KETIDAKEFEKTIFAN IWC DALAM MENANGANI KASUS 

PEMBUNUHAN LUMBA-LUMBA DI TAIJI JEPANG 

 

Dalam mengkaji kasus pembunuhan lumba-lumba di Taiji, Penulis melihat 

ketidakefekifan tersebut  disebabkaban oleh peran isntitusi yang lemah yaitu rezim. 

Rezim disini merujuk kepada IWC sebagai organisasi Internasional. Menurut Aril 

Underdald dalam jurnalnya berjudul “One Question, Two Answers” dalam buku 

“Environmental Regime Efffectiveness: Confronting Theory with Evidence, dalam 

membicarakan Keefektifan Rezim, muncul satu pertanyaan. Mengapa usaha-usaha 

yang dilakukan sebuah rezim dalam mengembangkan solusi bersama menghadapi 

masalah-masalah Internasional, Pertanyaan ini memiliki dua kemungkinan jawaban. 

Pertama terdapat pada karakter dari masalah itu sendiri: beberapa masalah secara 

intelektual kurang rumit atau secara politik lebih benign daripada yang lain dan karena 

itu lebih mudah untuk diselesaikan. Sementara yang lain lebih malign atau lebih rumit 

sehingga susah dipahami. Kemungkinan jawaban kedua focus pada problem solving 

capacity: beberapa usaha lebih sukses dibandingkan dengan yang lainnya karena 

perangkat institusional yang lebih powerful atau skill dan energy yang lebih besar 

digunakan untuk menyelesaikan masalah. 
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A.  Problem Malignacy (Kerumitan Masalah) dalam IWC 

Masalah menjadi rumit ketika masalah itu sendiri memang membuat negara - 

negara tidak mau bekerjasama secara politis, karena memang susah. Hal ini disebut 

Problem Malignancy. Malignancy ini memiliki 3 karakter antara lain Incongruity, 

Asymmetry dan Cumulative Cleavages. Incongruity, yaitu ketidaksepahaman akibat 

tidak semua negara anggota dari sebuah rezim menganggap sebuah isu sebagai 

permasalahan. Asymmetry, yaitu adanya kepentingan nasional yang berbeda – beda 

antara negara anggota dari sebuah rezim. Dan Cumulative Cleavages, yaitu perbedaan 

yang terakumulasi sehingga menimbulkan perpecahan. 

1. Incongruity  

Adalah ketidaksepahaman akibat tidak semua negara anggota dari sebuah rezim 

menganggap sebuah isu sebagai permasalahan. Negara anggota IWC faktanya tidak 

melihat isu perlindungan dan konservasi paus sebagai isu yang menyatukan mereka. 

Hal ini diakibatkan Tujuan awal IWC yaitu bukan untuk konservasi paus, namun untuk 

mengatur industry whaling dan mengatur stok paus saat itu. Sehingga banyak negara-

negara anggota IWC saat itu berasal dari negara dengan industry  whaling. Hingga pada 

tahun 1982, IWC melakukan moratorium pelarangan penangkapan paus dan mengubah 
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arah kebijakan IWC menjadi badan konservasi paus. Negara-negara berporos anti-

whaling mulai masuk ke dalam keanggotaan IWC sebagai desakan agar IWC mulai 

mengubah tujuannya ke konservasi IWC. Negara-negara dengan Industri Whaling kuat 

tidak serta merta keluar dari keanggotaan IWC. Walaupun beberapa negara seperti 

Jepang, Norwegia menyampaikan keberatan mereka terhadap moratorium, namun 

mereka tetap bertahan di IWC. Akibat hal ini menurut penulis, tidak semua negara 

anggota IWC memandang isu konservasi paus ini sebagai permasalahan yang sama. 

2. Asymmetry 

Yaitu adanya kepentingan nasional yang berbeda-beda antara negara anggota 

dari sebuah rezim. Dari factor Incongruity, kita dapat menarik kesimpulan tujuan 

negara-negara menjadi anggota IWC bermacam-macam. Tentu saja ini menunjukkan 

kepentingn nasional yang berbeda-beda dari tiap negara anggota. Penulis 

mencontohkan Jepang, sebagai negara langsung yang dihadapi IWC dalam kasus 

pembunuhan lumba-lumba di Taiji, Jepang. 

Jepang bergabung menjadi anggota IWC pada tahun 1951 ketika saat itu IWC 

masih menjadi badan yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga harga minyak ikan 

paus sebagai bagian dari regulasi dari negara-negara anggotanya yang juga actor dari 
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industry whaling. Jepang juga termasuk negara whaling karena memiliki sejarah 

panjang terhadap perburan paus. Seiring berjalannya waktu, IWC merubah arah 

kebijakannya menjadi badan yang melakukan pembatasan penangkapan-penangkapan 

paus karena stok paus dunia yang menurun drastis antara tahun 1970-1980. Dan 

puncaknya pada tahun 1986, IWC mengeluarkan moratorium pelarangan segala bentuk 

penangkapan paus. Hal ini menjadikan Jepang agaknya kecewa. Jepang mengajukan 

keberatan atas moratorium tersebut saat itu, namun akhirnya dia menarik kembali 

keberatan tersebut karena mendapat ancaman dari Amerika Serikat berup pelarangan 

Jepang mengambil ikan di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Amerika Serikat.  

Akhirnya Jepang memikirkan berbagai cara untuk dapat tetap menangkap paus 

sesuai dengan kepentingannya. Pada tahun 86/87 Jepang mengajukan proposal 

pengajuan Scientific Whaling kepada Komite Ilmiah IWC. Ini menjadi satu-satunya 

opsi Jepang untuk tetap menangkap paus karena Commercial Whaling telah dilarang 

dalam moratorium. Dalam artikel IV dan VIII dalam konvensi ICRW melegalkan 

perburuan paus untuk kepentingan  ilmiah. 

Jepang mendapatkan scientific whalingnya. Kita mengenal Program JARPA 

dan JARPN. Kebijakan scientific whaling  diajukan oleh Jepang kepada Komisi Ilmiah 
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IWC pada 1987, berisi permohonan penangkapan 825 minke whale dan 50 sperm whale 

tiap tahunnya untuk kepentingan ilmiah.1 Proposal tersebut menimbulkan reaksi dari 

poros anti-whaling IWC. Mereka menyatakan perlu dikeluarkan resolusi yang 

melarang proposal program scientific whaling yang mampu mempengaruhi kondisi 

stok paus. IWC menolak proposal Jepang, yang mengakibatkan Jepang merevisi 

proposalnya. Pemerintah Jepang kemudian mengajukan proposal revisi berisi 

kebijakan scientific whaling di perairan Antartika dengan kuota buru 300 minke whale. 

Proposal tersebut tetap tidak disetujui IWC, namun pemerintah Jepang tetap 

melaksanakan proposal tersebut. Hal ini menandakan dimulainya era scientific whaling 

melalui kebijakan Japanese Whale Research Program under Special Permit in the 

Antarctic (JARPA). Program JARPA berlangsung mulai 1987 – 2005. Tujuan dari 

program ini adalah menurut Jepang yaitu untuk Estimasi parameter biologis untuk 

meningkatkan manajemen stok dari minke whale di wilayah lintang selatan, 

menjelaskan peran paus di ekosistem laut Antartika, menjelaskan dampak perubahan 

lingkungan terhadap cetacean, menjelaskan struktur stok dari  paus minke di perairan 

Antartika.  

                                                           
1 Motivasi Jepang mengeluarkan ..., Miranti Puti Aisyah, FISIP UI, 2009 
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Berdasarkan pembagian wilayah manajemen yang dikeluarkan IWC, wilayah 

penelitian mencakup area IV dan area V. Pada tahun 1995 – 1996 meluas sampai 

wilayah timur area III dan wilayah barat area IV. Metode sampling yang digunakan 

adalah random sampling, dengan memilih individu dari kelompok paus yang 

ditemukan sepanjang area penelitian. Tidak kurang dari 300 minke whale (1987/88– 

1994/95) dan 400 minke whale (1995/96 – 2004/05) menjadi sampel tiap tahunnya. 

Dalam pertemuan terbatas yang diselenggarakan pemerintah Jepang pada 

awal Januari 2005 di depan perwakilan Komisi Ilmiah IWC, pemerintah Jepang 

menyatakan bahwa program JARPA berhasil, dilihat dari berhasilnya mendapatkan 

data-data sesuai tujuan awal program. Hasil dari JARPA antara lain untuk estimasi 

parameter biologis, untuk peran minke whale di ekosistem perairan, minke whale 

paling banyak mengonsumsi ikan krill dengan tingkat konsumsi tahunan mencapai 4% 

dan 26% dari biomassa ikan krill di perairan Antartika area IV dan V. untuk kondisi 

lingkungan, tingginya unsur Fe serta rendahnya unsur Hg dalam tubuh minke whales 

menunjukkan kondisi perairan Antartika yang belum terkontaminasi dan merupakan 

perairan paling bersih di dunia. Selain itu berkurangnya kadar biomassa minke whale 

dikaitkan dengan semakin tingginya kompetisi dalam mengonsumsi krill, yang 

menunjukkan tingginya stok minke whale di Antartika.2 

                                                           
2 Why Whale Research. http://www.icrwhale.org/04-B-jen.pdf  
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Dari hasil JARPA tersebut, pemerintah Jepang menyatakan bahwa dalam kurun 

17 tahun dilaksanakannnya JARPA, terhimpun data yang menjadi landasan penelitian 

berkaitan dengan manajemen sumber daya paus di wilayah Antartika. JARPA juga 

mampu menjelaskan parameter biologis, dan memperdalam pengertian ekosistem 

kelautan di wilayah Antartika. Terjadi perubahan mendasar pada ekosistem laut, 

perubahan rantai makanan dimana paus minke sebagai posisi tertinggi rantai makanan 

mengalami peningkatan populasi. JARPA kemudian merekomendasikan perlu 

dikembangkannya manajemen stok paus berdasarkan kondisi ekosistem saat ini. 

Area cakupan scientific whaling Jepang tidak hanya di laut Antartika, namun 

juga daerah barat laut samudera Pasifik yang berbatasan dengan ZEE Jepang. Japanese 

Whale Research Program under Special Permit in the Western North Pacific (JARPN) 

dilaksanakan sejak tahun 1994 – 1999. Tujuan utama dari program ini adalah 

menjelaskan struktur stok minke whale untuk mengembangkan kerangka RMP di 

wilayah Pasifik Barat Laut, mempelajari ekologi dan pola makan minke whale di 

wilayah Pasifik Barat Laut, JARPN juga bertindak sebagai feasibility study dari 

program yang akan dikeluarkan selanjutnya. Inilah mengapa JARPN memiliki batas 

waktu yang cukup singkat dibandingkan program scientific whaling Jepang lainnya. 

Wilayah penelitian meliputi Sub-area 7, 8, 9, dan 11 dengan metode pengambilan data 

random sampling. Jumlah sampel yang akan diambil secara lethal pertahunnya adalah 

100 minke whale dengan ICR sebagai organisasi peneliti utama. 

Hasil dari JARPN dipaparkan di depan Komisi Ilmiah IWC pada Februari 2000 

dan mendapat berbagai reaksi. Komisi Ilmiah setuju bahwa informasi yang didapatkan 
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berguna untuk perbaikan kebijakan manajemen minke whale di kawasan Pasifik bagian 

utara. Namun tidak tercapai kesepakatan di dalam komisi ilmiah sendiri mengenai 

apakah informasi yang sama bisa didapat dengan cara non-lethal dalam jangka waktu 

yang sama3 

JARPN dilanjutkan dengan program the second phase of the Japanese Whale 

Research Program under Special Permit in the Western North Pacific (JARPN II) yang 

dimulai pada tahun 2000 dengan masa studi kelayakan dari tahun 2000 - 2001. Sama 

seperti tujuan program research whaling lainnya, JARPN II juga ditujukan untuk 

meneliti ekosistem laut di kawasan barat laut samudera Pasifik. Tujuan diadakannya 

JARPN II yaitu meneliti ekosistem laut, rantai makanan, dan pola konsumsi paus, 

mengamati kondisi polutan pada cetacean dan ekosistem laut dan menjelaskan struktur 

stok4 

Wilayah penelitian meliputi Sub-area 7, 8, dan 9 dengan metode pengambilan 

datarandom sampling. Jumlah sampel yang akan diambil secara lethal pertahunnya 

adalah 220 minke whale, 50 Byrde’s whale, 100 sei whale, dan 10 sperm whale. MAFF 

menyatakan bahwa penelitian mengenai korelasi menurunnya kondisi perikanan dunia 

dengan meningkatnya jumlah stok paus mendapat dukungan dari Food and Agriculture 

Organization (FAO). 

                                                           
3 Scientific Permit Whaling. http://www.iwcoffice.org/conservation/permits.htm, diakses pada 15 April 
2009 pukul 22:00 WIB  

 
4 Why Whale Research? http://www.icrwhale.org/04-B-jen.pdf 
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Menurut pernyataan MAFF pula, hasil dari studi kelayakan dan tahun pertama 

JARPN II, terdapat jumlah stok paus berlebih di kawasan barat laut samudera Pasifik. 

Melalui pengamatan non-lethal, MAFF menyatakan adanya stok berlebih dari minke 

whale, sperm whale, dan Byrde’s whale, yang jika dilakukan penangkapan tidak akan 

berpengaruh terhadap keseluruhan populasi dan keseimbangan ekosistem laut. Untuk 

pengambilan sampel lethal, sama seperti JARPA dan JARPN, dari pola konsumsi paus 

terlihat adanya persaingan antara peningkatan populasi paus dengan menurunnya 

perikanan. Beberapa sampel memperlihatkan pola konsumsi paus yang mengonsumsi 

objek perikanan manusia seperti cumi-cumi dan Pacific saury. Lebih lanjut, organisasi 

peneliti JARPN II tidak hanya ICR, tapi juga bekerja sama dengan National Research 

Institute of Far Seas Fisheries, Fisheries Research Agency. 

 
Tahun 2000 IWC menghasilkan resolusi agar Jepang membatalkan kebijakan 

JARPN II mereka, namun Jepang tetap menjalankan program JARPN II mereka. 

Amerika Serikat bereaksi keras terhadap kebijakan ini karena spesies Byrde whale dan 

sperm whale merupakan dua spesies yang dilindungi oleh US Marine Mammal 

Protection Act. Beberapa senator Amerika Serikat menghimbau pemerintah Amerika 

Serikat untuk mengeluarkan reaksi, bahkan mengeluarkan sanksi dagang terhadap 

Jepang. Walaupun akhirnya Amerika Serikat tidak mengeluarkan sanksi apapun, 

namun Amerika Serikat bereaksi dengan memboikot konferensi lingkungan PBB yang 
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diadakan di Jepang. 

Hasil dari JARPA selama 17 tahun menunjukkan peran penting program 

scientific whaling dalam menganilisis parameter biologis, kondisi stok paus, serta 

kondisi ekosistem perairan Antartika. Oleh karena itu Pemerintah Jepang berusaha 

melanjutkan program tersebut ke fase kedua, melalui Second Phase of the Japanese 

Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic (JARPA II). JARPA 

II, seperti halnya JARPA, memiliki masa studi kelayakan selama dua tahun, dari 2005 

– 2007. JARPA II mengalami perkembangan dari JARPA dari segi: wilayah penelitian, 

yaitu wilayah timur Area III, area IV, wilayah barat dan timur Area V, fokus penelitian, 

menjadi minke whale, humpback, dan fin whale. Dalam masa studi kelayakan, hanya 

minke whale dan fin whale yang menjadi sampel penelitian. Jumlah armada penelitian, 

yang bertambah untuk mempermudah pengambilan sampel metode non-lethal di 

perluasan wilayah penelitian. Jumlah paus yang menjadi sampel, yang meningkat 100 

persen menjadi 850 minke whale dan 10 fin whale per tahun. Tujuan dari 

dilakansakannya JARPA II adalah memonitor ekosistem Antartikan, membuat model 

kompetisi antarspesies paus, menjelaskan perubahan spasial dan temporal dari struktur 

stok, mengembangkan prosedur manajemen stok minke whale Antartika.5 

                                                           
5 JARPA II Research Fleet Departs for the Antarctic. http://www.icrwhale.org/eng/JARPAII.pdf 
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Proposal JARPA II diajukan Jepang di depan Komisi Ilmiah IWC pada 57th 

Annual Meeting of the IWC in 2005. Sesuai dengan pernyataan Badan Perikanan 

Jepang mengenai program scientific whaling Jepang, JARPA II juga diharapkan 

menjadi program jangka panjang yang terfokus pada spesies yang menjadi predator 

ikan Krill yang tidak hanya melibatkan paus minke, fin, dan humpback, tapi juga anjing 

laut. Menanggapi proposal Jepang, IWC mengadopsi resolusi 2005-1, yang meminta 

Jepang untuk membatalkan proposal JARPA II atau merevisinya sehingga tidak 

menggunakan metode lethal dalam pengambilan data. 

Jepang tidak melakukan tindakan keluar organisasi pada saat itu. Walaupun 

secara logika, IWC telah menghalang-halangi Kepentingan Nasional Jepang 

melakukan whaling. Bahkan saat itu, negara-negara whaling bnyak yang keluar dari 

IWC seperti Islandia, Norwegia, Belanda, Jamaika, Dominika dan Kepulauan Solomon. 

Kepentingan sutu negara menjdi refleksi dari upaya negara dlam mengikuti dan 

tergabung dlam sebuah perjanjian atau sebuah organisasi. 

Kuatnya keinginan elit politik Jepang untuk terus melakukan whaling tidak 

lepas dari factor historis pasca perang dunia II, ketika daging paus menjadi sumber 

protein utama masyarakat Jepang. Ada keinginan untuk tetap mempertahankan tradisi 

mengonsumsi paus, walaupun generasi muda Jepang sendiri tidak peduli dengan hal 
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tersebut. Tidak heran jika pemerintah Jepang berusaha menumbuhkan kembali 

semangat mempertahankan tradisi tersebut. Proses pembuatan kebijakan yang top-

down di Jepang membuat keputusan mengenai isu whaling untuk melaksanakan 

kebijakan pro-whaling, maka norma tersebut ditanamkan ke seluruh sisi politik 

domestic Jepang. 

Jepang segera meneruskan program scientific whalingnya karena berkaitan 

dengan peran sector ekonomi dan industry. Statistik data menunjukkan peningkatan 

tiap tahun dari tahun 1988-2003 hasil produksi yang diperoleh Jepang dalam Scientific 

Whaling. Berikut data yang diambil dari Ishii dan Okubo An Alternative Explanation 

of Japan’s Whaling Diplomacy in the Post-Moratorium Era, Journal of International 

Wildlife Law and Policy 10 tahun 2007 :  

 Pemasukan   Pengeluaran  

Tahun 

Sumbangan 
dan Hasil “Scientific Internation Coastal Saldo 

 Komisi dari produksi whaling” al Research Research  

 Pemerintah   on Whales Whaling  

 Jepang   (SOWER)   
       

1988 859.680 1.318.331 2.075.143 332.560 - -229.692 

1989 909.983 1.949.489 2.408.167 348.048 - 103.257 

1990 910.150 2.197.002 2.587.641 347.644 - 161.867 

1991 903.488 2.127.399 2.733.201 346.985 - -50.299 

1992 902.403 2.812.202 3.191.353 346.540 - 176.352 

1993 889.668 2.650.304 2.975.468 345.837 - 218.667 
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1994 943.835 2.726.440 3.077.180 385.207 - 207.888 

1995 949.274 4.188.673 3.971.474 391.191 - 775.282 

1996 942.320 3.764.000 4.129.583 384.237 - 192.500 

1997 978.667 4.024.075 4.097.936 410.306 - 494.500 

1998 970.414 4.184.464 4.278.185 407.633 - 460.060 

1999 984.511 4.073.759 4.395.552 421.718 - 241.000 

2000 976.841 4.602.046 4.602.046 414.796 - 562.045 

2001 1.004.016 4.884.376 4.884.376 440.214 - 563.802 

2002 997.692 5.833.290 5.110.744 433.890 158.348 1.128.000 

2003 943.233 5.889.874 5.338.761 430.668 151.678 912.000 

Tabel 4.1 Pendapatan dan Pengeluaran ICR (Institute of Cetacean Research), salah 

satu badan milik pemerintah Jepang untuk scientific whaling 

 

Data diatas menunjukkan upaya Jepang dalam mempertahankan indsutri 

whaling melalui scientific whaling cukup berhasil di era moratorium. Berdasarkan 

sejarah, sector industry merupakan sector yang pertama kali bereaksi terhadap fluktuasi 

stok paus.Dalam era sebelum moratorium, sector industry melalui perwakilan 

pemerintah berusaha menaikkan kuota buru tanpa memikirkankondisi stok yang 

semakin terancam. Sejak berlakunya moratorium, praktis industry whaling Jepang ikut 

mengalami perubahan drastic, Namun, dengan adanya scientific whaling ini, industry 

whaling masih dapat bertahan. 

3. Cumulative Cleavages 

Adalah perbedaan yang banyak dan terakulumasi sehingga menimbulkan 

perpecahan. Dalam IWC, perbedaan besar terdapat pada dua kubu di dalamnya. Pro-

Whaling dan Anti Whaling. Pada masa transisi IWC melakukan moratorium antar 
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decade 1970an hingga 1980an, bahkan negara anggota terbagi menjadi beberapa kubu. 

Hal ini menjadi decade paling dinamis dari IWC. Negara-negara anggota IWC secara 

tidak resmi terbagi menjadi 4, yaitu: 

a. Negara Pro-whaling dengn industry whaling kuat 

b. Negara Pro-whaling dengan mendpat pengaruh kaum 

environmentalis  

c. Negara Anti-Whaling dengan pengaruh kuat kaum environmentalis 

d. Negara yang menggunakan kekuatan unilaterlnya agar mampu 

mempengaruhi kebijakan negra lain dalam isu whaling6 

Negara dalam kategori satu yaitu Jepang. Hal ini disebabkan oleh kuatnya 

sector industry whaling di Jepang. Selain itu, kelompok environmentalis negara-negara 

IWC tidak mampu membendung Jepang karena kendala bahasa, oposisi lokal, juga 

adanya persepsi negative masyarakat Jepang terhdap kelompok-kelompok asing yang 

berusaha memsuki sistem sosial masyarakat Jepang. Hal ini juga didukung konsumsi 

daging pada masyarakat local Jepang yang masih cukup kuat. Kelompok industry 

                                                           
6Heazle, Michael. (2006). Scientific Uncertainty and the Politics of Whaling. Seattle : University 
of Washington Press, hal 224  
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whaling Jepang mencoba menyebarkan oengaruhnya ke level pemerintahan negara-

negara anggota IWC yang lain. 

Kategori kedua berisi contohnya Islandia, Norwegia, Korea Selatan, dan Uni 

Soviet. Negara-negara tersebut yang menjadi sasaran utama kaum environmentalis, 

mengingat kondisi whaling mereka yang tidak terlampau berpengaruh terhadap kondisi 

ekonomi dan politik lokal, namun berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat 

tradisional. Beberapa negara tersebut pada akhirnya menjadi negara anti-whaling, 

namun sebagian masih berusaha mempertahankan whaling dengan menerapkan cara-

cara penangkapan tradisional. 

Negara dalam kategori ketiga adalah negara yang masuk kategori tidak terlalu 

bergantung pada industry whaling. Oleh karena itu, Negara-negara ini bahkan tidak 

mempunyai industry whaling sama sekali dan sudah menjadi anti-whaling sejak saat 

itu, sehingga mudah bagi kaum environmentalis untuk mempengaruhinya. Contoh 

negaranya yaitu Peru. 

Sedangkan negara kategori keempat yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat 

memilki power yang sangat besar karena itu kaum environmentalis melobinya untuk 

mendesak moratorium terjadi. Mereka mendesak agar Amerika Serikat 
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memberlakukan sanksi perdagangan kepada negara pro-whaling. Bahkan, dapat 

dinyatakan bahwa kejatuhan industri whaling merupakan dampak dari penutupan pasar 

Amerika Serikat terhadap minyak paus maupun produk paus lainnya, yang merupakan 

25% dari keseluruhan pasar produk paus dunia. Amandemen Pelly 1973 menyatakan 

pelarangan masuknya produk hasil ikan dan produk dari negara yang tidak mendukung 

atau mempersulit kebijakan internasional dalam perlindungan hewan langka. 

Sedangkan amandemen Packwood-Magnuson 1979 memperkuat amandemen Pelly, 

dimana negara yang terbukti tidak menjalankan rezim ICRW secara efektif akan 

dikenai sanksi berupa pengurangan kuota penangkapan ikan sampai 50% di area ZEE 

Amerika Serikat. Dua amandemen tersebut berpengaruh langsung terhadap Jepang. 

Empat negara, Cili, Korea Selatan, Peru, dan Taiwan merupakan negara-negara yang 

akhirnya menandatangani ICRW dan menjadi poros anti-whaling akibat amandemen 

Amerika Serikat tersebut.7 

B. Problem Solving Capacity (Kapasitas  Penyelesaian Masalah) IWC 

 Efektivitas rezim adalah fungsi dari dua variable independen yang utama, yaitu, 

character of the problem dan apa yang disebut problem solving capacity. Struktur 

problem dan problem solving capacity tidak dapat dilihat sebagai factor independen 

                                                           
7 Sombre,Elizabeth (2007). “Whaling and Whale Conservation” dalam The Global Environment and 
World Politics 2nd Edition, (Continuum, 2007) Hal.168  
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yang saling menguntungkan. Kapasitas adalah kemampuan melakukan sesuatu. 

Dibawah level generalisasi khusus, apa yang disebut problem solving capacity hanya 

dapat ditentukan dengan merujuk pada kategori problem atau tugas tertentu. Karena itu 

skill problem solving dan perangkat institusi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

masalah yang benign sangat berbeda dari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

masalah yang berkarakter malign. 

Problem Solving Capacity dipengaruhi oleh tiga unsur yaitu Institusional 

Setting, Distribution of Power, Skills and Energy. Ketiganya terkait apabila satu solusi 

dihasilkan. Underdal berargumen bahwa permasalahan dapat diatasi dengan efektif 

apabila ditangani oleh lembaga atau sistem dengan power yang kuat serta didukung 

adanya ketrampilan atau skill dan energi yang memadai. Apabila satu solusi dihasilkan 

melalui keputusan kolektif, maka problem solving capacity bisa dipahami sebagai 

fungsi saling terkait yang terdiri dari tiga unsur, yaitu: 

1. Seting kelembagaan (institutional setting)  

Institusional Setting yaitu kemampuan institusional yang kuat dalam 

mengontrol anggotanya. Penulis melihat Institutional setting yang lemah pada IWC. 

Keanggotaan IWC bersifat terbuka bagi setiap negara yang ingin terlibat tanpa syarat 
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tertentu. Selain itu IWC pada awalnya dibentuk dengan dasar perjanjian yaitu ICRW 

(International Convention for the Regulation of Whaling). Maka  sebagai IGO, 

legitimasi IWC hanya bergantung pada ratifikasi negara-negara terhadap perjanjian 

internasional yang telah disepakati. Dalam IWC juga sering terjadi kesimpangsiuran 

mengenai hak dan kewajiban negara anggotanya. Salah satu contohnya adalah dalam 

pembukaan ICRW yang menyatakan “Having decided to conclude a convention to 

provide for the proper conservation of whale stocks and thus make possible the orderly 

development of the whaling industry”. Hal ini menimbulkan interpretasi berbeda bagi 

anggota yakni fokus pada konservasi atau pada pengembangan industry paus. 

2. Distribusi kekuasaan (distribution of power)  

Pembagian power diantara aktor yang terlibat. Jika ada pembagian kekuasaan 

yang adil, dimana terdapat pihak dominan yang dapat bertindak sebagai leader namun 

tidak cukup kuat untuk mengabaikan peraturan, dan juga ada pihak minoritas yang 

cukup kuat untuk mengontrol pihak dominan. Dan salah satu memegang power lebih 

besar daripada kubu yang lain. Kubu pro-whaling menjadi pengaruh dalam IWC paling 

besar dalam menjalankan roda organisasi.  Dalam kasus pembunuhan lumba-lumba di 

Taiji, Jepang sebagai negara pelaku maslah tersebut dapat memainkan powernya 
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dengan baik di dalam IWC. Jepang berusaha mempertahankan tiga kepentingan mereka 

dalam isu whaling, yaitu: Melanjutkan penangkpan paus dalam kebijakan scientific 

whaling, menekan IWC untuk memberikan masyarakat pesisir Jepang mendapatkan 

hak penangkapan aboriginal, mengangkat pelarangn whaling komersial.8 

Untuk mencapai kepentingan tersebut, Jepang hraus bergerak di tataran 

organisasi internasional. Berkaitan dengan scientific whaling, peraturan mengenai 

pembolehan penelitian ilmiah ICRW pada artikel IV dan VIII menyatakan mengenai 

pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran informasi ilmiah berkaitan dengan paus 

dan populasinya. Artikel IV berisi mengenai tujuan dari penelitian berkaitan dengan 

paus dalam IWC. 

“1. The Commission may either in collaboration with or through independent agencies 

of the Contracting Governments or other public and private agencies, establishments, 

or organizations, or independently 

(a)  encourage, recommend, or if necessary, organize studies and 

investigations relating to whales and whaling; 

(b) collect and analyze statistical information concerning the current 

condition and trend of the whale stocks and the effects of whaling 

                                                           
8 Keiko Hirata, “Japan's Whaling Politics” dalam Itoh, Hiroshi, ed. The impact of globalization on 
Japan's public policy: How The Government Is Reshaping Japan's Role In The World (New York: 
Edwin Mellen Press, 2008) hal. 187  
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thereon;  

(c) study, appraise, and disseminate information concerning methods 

of maintaining and increasing the populations of whale stocks. 9 

Selanjutnya artikel VIII menyatakan mengenai pembolehan pembunuhan paus 

untuk tujuan ilmiah. Lebih lanjut, paus yang menjadi objek penelitian tersebut jika 

sudah selesai penelitian dapat dimanfaatkan sesuai keputusan pemerintah negara yang 

diberikan izin tersebut. 

1. Notwithstanding anything contained in this Convention, any Contracting 

Government may grant to any of its nationals a special permit authorizing that 

national to kill, take, and treat whales for purposes of scientific research 

subject to such restrictions as to number and subject to such other conditions 

as the Contracting Government thinks fit, and the killing, taking, and treating 

of whales in accordance with the provisions of this Article shall be exempt from 

the operation of this Convention. Each Contracting Government shall report at 

once to the Commission all such authorizations which it has granted. Each 

Contracting Government may at any time revoke such special permit which it 

has grante10 

2. Any whales taKen under these special permits shall so far as practicable be 

                                                           
9 Artikel IV ICRW 
10 Artikel VIII ICRW 
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processed and the proceeds shall be dealt with in accordance with directions 

issued by the Government by which the permit was granted.11 

 Jepang meliht kedua dasar ini sebagai peluang untuk mengadakan kebijakan 

Scientific whaling sebagai upayanya tetap menangkap paus dalam jumlah yang 

banyak. IWC menjadi satu-satunya jalan bagi Jepang memperoleh hak penangkapan 

aboriginal serta legalisasi whaling komersial. Taiji yang masuk prefektur Wakayama 

merupakan salah satu wilayah pesisir yang diusulkan Jepang untuk mendapatkan hak 

whaling aboriginal pada tahun 1986.  Terdapat 3 wilayah pesisir  lainnya yang juga 

mendapatkan hak whaling aboriginal yaitu, bashiri (prefektur Hokkaido), Wada 

(prefektur Chiba) dan yukwa (prefektur Miyagi). Dengan begitu keempat wilayah ini 

mendapat hak menangkap aboriginal seperti halnya masyarakat Inuit, Alaska.  

Untuk kepentingan ketiga, Jepang terus berusaha mengangkat pelarangan 

whaling komersial baik melalui IWC maupun melalui forum lain. Melalui IWC Jepang 

terus mengajukan proposal penarikan moratorium dalam forum resmi IWC. Tercatat 

pada tahun 2006 Selain itu Jepang berusaha membentuk forum diluar IWC seperti 

Conference for the Normalization of the International Whaling Commission pada 2007. 

3. Skill (keahlian) dan energy (kekuatan) yang tersedia bagi rezim 

                                                           
11 Aisyah, Miranti Puti. (2009). Motivasi Jepang Mnegeluarkan Scientific Whaling. Jakarta: 

Universitas Indonesia 
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Skill dan Energi untuk mencari solusi yang kooperatif, yang terdiri dari 

Instrumental leadership dan Epistemic Community. Semakin besar skill dan energy 

maka efektifitas rezim juga semakin meningkat. Pada masalah yang malign yang 

dihadapi oleh rezim, Instrumental leadership semakin dibutuhkan. Instrumental 

Leadership bisa muncul dari berbagai sumber,seperti mislnya perwakilan suatu negara, 

orgnisasi transnasional, dan juga dari jaringan informal. Dalam internal organisasi IWC, 

Instrumental Leadership memunculkan Jepang sebagai actor utama. Dengan masalah 

yang dinilai malign (rumit), Jepang tidak berhasil memimpin anggota IWC. Dia 

menggunakan perannya untuk menghegemoni IWC. 

Sementara Epistemic Community bisa terdiri dari kelompok kerja, baik itu 

informal maupun non formal. Epistemic Community dalam IWC tidak mampu 

memberikan pengaruh signifikan untuk saat ini.  

Keberhasilan kelompok epistemic Kelompok epistemik juga berperan dalam 

pembentukan kebijakan moratorium IWC. Dekade 1970an merupakan dekade dimana 

kaum epistemic. berusaha mengembangkan prosedur manajemen serta proses 

pengambilan data yang lebih akurat dalam isu whaling. Perdebatan muncul ketika 

menentukan batas kuota penangkapan paus yang memicu reaksi dari kelompok 

epistemik itu sendiri sektor industri, dan pemerintah . Perdebatan tersebut memuncak 

dengan munculnya pendekatan preservasionis. Pendekatan preservasionis menyatakan 

bahwa isu whaling merupakan isu nilai. Preservasi paus bukan didasarkan pada 
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populasi yang masih dalam batas aman perburuan atau tidak, tapi pada ketidaketisan 

perburuan paus itu sendiri. Namun hal tersebut tidak berlaku di decade terkhir. Seiring 

mengutnya peran Jepang dalam tata organisasi IWC, semakin kuat juga poros pro-

whaling dalam internal IWC. Bahkan ,Walaupun tidak mencapai tiga perempat suara, 

pada 2006 dalam forum IWC, negara poros pro-whaling mendapatkan suara 33 

banding 32 untuk penarikan moratorium IWC. Untuk pertama kalinya dalam sejarah 

IWC negara poros pro-whaling berhasil mendominasi pemungutan suara di IWC. 

C. Level of Collaboration 

Dalam melihat keefektifan  sebuah rezim internasional, Underdal 

mengemukakan enam skala ukuran level kolaborasi, yang dapat dilihat dalam skala 

dibawah ini: 

Level of Collaboration (skala 0-5) 

0.   Gagasan bersama tanpa suatu koordinasi tindakan bersama 

1.   Koordinasi tindakan secara diam – diam 

2.   Koordinasi tindakan dengan dasar aturan atau standar yang dirumuskan secara 

eksplisit, namun implementasi berada sepenuhnnya di tangan pemerintah sebuah 

negara. Tidak ada penilaian terpusat akan efektivitas dari sebuah tindakan. 
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3.   Koordinasi tindakan dengan dasar aturan atau standar yang dirumuskan secara 

eksplisit, namun implementasi berada sepenuhnnya di tangan pemerintah sebuah 

negara. Terdapat penilaian terpusat akan efektivitas dari sebuah tindakan. 

4.   Koordinasi yang terencana, dikombinasikan dengan implementasi pada level 

nasional. Didalamnya terdapat penilaian terpusat akan efektivitas sebuah tindakan. 

5.   Koordinasi dengan perencanaan dan implementasi yang menyeluruh terintegrasi, 

dengan penilaian terpusat akan efektitivitas. 

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa pada intinya tingkatan kolaborasi 

terdiri dari beberapa langkah, sebagai berikut: gagasan bersama, koordinasi tindakan, 

rumusan aturan secara eksplisit, penilaian secara terpusat, implementasi pada tingkat 

nasional, koordinasi terencana dan integrasi antara perencanaan dan implementasi. 

Tingkat Kolaborasi dalam organisasi IWC, Penulis simpulkan level of collaboration 

(tingkat kolaborasi) IWC ada pada level 2. Sehingga dalam menangani sebuah kasus 

yaitu pembunuhan lumba-lumba di Taiji tidak mencapai kefektifannya. Dalam IWC, 

implementasi berada dalam satu pemerintahan satu negara yaitu Jepang sehingga tidak 

tercapai keefektifannya. 

Dari apaparan diatas, disimpulkan bahwa IWC mengalami ketidakefektifan 

dalam menghadapi kasus pembunuhan lumba-lumba di Taiji dikarenakan masalah 

internal di dalam organisasi dan IWC tidak mempunyai kapasitas daya tekan terhadap 
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Jepang untuk patuh terhadap aturan maupun larangan dalam IWC. Hal ini ditunjukkan 

dengan fakta-fakta yang ditemukan penulis: Adanya ketidaksepahaman semua negara 

anggota IWC menganggap isu perlindungan dan konservasi paus sebagai permasalahan 

utama, Dasar atau setting kelembagaan IWC yang hanya bergantung pada ratifikasi 

negara anggotanya pada perjanjian ICRW, dan Banyaknya perbedaan dalam tubuh 

IWC, membuat sebaran power tidak merata. Muncul actor yang menghegemoni IWC 

yaitu Jepang dan negara pro-whaling lainnya. 

Selain itu, IWC menghadapi pemerintah Jepang yang menghadapi kasus secara 

langsung sebagai anggota IWC yang mempunyai hegemoni di dalamnya mengehndaki 

terus melakukan perburuan paus. Ini ditunjukkan oleh fakta: Jepang melanjutkan 

industry whalingnya melalui scientific whaling, Dalam kasus Taiji Jepang juga 

mendesak IWC untuk memberi hak penangkapan khusus aboriginal bagi nelayan Taiji 

untuk meneruskan praktek pembunuhan lumba-lumba.  

 


